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a. bahwa berdasarkan ketenruan PasaJ 2 ayat (2) huruf 
j Uru!ang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 
sebagai salah satu jenis Pajak Kabupateo/Kota; 

b. bahwa sesuai ketentuan PasaJ 95 ayat (l) Undang­ 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Dacrah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa bcnlasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam burnf a dan huruf b, pcrlu 
membentuk Peraturan Daerah tcntang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undaog Dasar Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun l 945; 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambaban l..embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimaoa telah diubah 
dengan Uodang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang 
Perubaban atas Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999 
Ten tang Pembentukan Ka bu paten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muam Jambi dan 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 81, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 lentang 
Pemeriotaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahao 
Lembarao Neg;,ra Republik Indonesia Noroor 4437) 
sebagaimana telah bcbcrapa kali diubah terakbir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tabun 2008 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

BUPATI SAROLANGUN, 

Mengjngat 

Menimbang 

PERATURAN DAERA.H KABUPATEN SAROLANGUN 
NOMOR -. TAHUN 2013 

TENTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATISAROLANGUN 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun; 
2. Pemerintab Daerah adalah Bupati dan perangkal dacrah sebagai unsur 

penyeleoggara; 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 
pcnyclenggara Pemerintahan Dacrah; 

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun; 
S. Dinas Pendapatan Pengelolaan Kcuangan dan Asel Dacrah adalah 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Sarolangun; 

6. Kas Daerah adalah Kas Dacrah K.abupaten Sarolangun; 
7. Bendahara Penerima adalah Bendabara Penerima pada Dinas 

Pendapatan Pengclolaan Keuangan clan Aset Daerah Kabupateo 
Saro Ian gun; 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, bail< yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaba yang mcliputi perseroan tcrbatas, perseroan 
komanditer, pcrseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau 
badan usaha milik daerah (BUMD) dcngan nama dan daJam bentuk 
apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolcktif dan bentuk usaba tetap; 

9. Pejabac adalab Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tercentu 
dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku; 

Pasal I 

BAB I 
KETEN'nJAN UMUM 

MEMU'MJSKAN : 
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

Menetapkan 

Deogan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

dan 
BUPATI SAROLANGUN 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retnl>usi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Neg;ara Republik Indonesia Nomor 130); 



10. Pajak Oacrah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi 
wajib kepada daerah yang tcrutang oleh pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa betdasarkan Undang-undang. dcngan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak 
bumi dan bangunan yang dimiliki. dikuasai, dan/atau dimanfaalkan 
oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan; 

12. Bumi adalab pennukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 
pedalaman wilayah Kabupaten Sarolangun; 

13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 
sccara tetap pada tanab dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut; 

14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalab barga 
rata-rata yang diperolch dari transaksi jual bcli yang terjadi seca.ra 
waja.r, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan 
melalui perbandingan barga dcngan objek lain yang sejenis, atau 
nilai peroleban baru, atau NJOP pengganti; 

15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 
pajak; 

16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hale 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah; 

17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama 
dengan tahun kalcnder; 

18. Pajak terutang adalah pajak yang barus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun 
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 
perpajakan daerah; 

19. Pcmungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak; 

20. Surat pemberitahuan Objek Pajak. yang sclanjutnya disingkat 
SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan 
dan Pcrkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah; 

2 I. Surat Ketetapan Pajak Oaerah, yang selanjutnya disingkat SKPO, ada)ah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang tcrutang; 

22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat 
SPPT, adalah surat yang digunakan untuk membcritahukan 
besa.rnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
terutang kepada Wajib Pajak; 

23. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Lebih Bayar, yang sclanjutnya 
disingkat SKPOLB, adalab surat kctetapan pajak yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 
lebih besar dari pada pajak yang terutang atau sebarusnya tidak 
terutang; 



Pasal 22 
(I) Atas kclebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat meogajukan 

pcrmobonaa pcngcmbaliao kcpada Bupati. 

BABXD 
PENGEMBALIA.N KEJEBIHA.N PEMBAYARAN PAJAK 

pajak terutang berdasarkan 
membayar Wajib Pajak atau kondisi 

d. Mengurangkan ketetapan 
pertimbangan kemampuan 
tcrtentu objek pajak. 

(3) Ketentuan lebib lanjut mengenai tata cara pengurangan atau 
penghapusan sanksi adminsitratif dan pengurangan atau pembatalan 
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

PEMBETIJLAN, PEMBATAI.AN, PENGURANGA.N KETETAPA.N, DAN 
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SA.NKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 21 

(l) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati 
dapat mcmbetulkan SPPT, SKPO, STPD, atau; SKPDLB yang dalam 
penerbitanoya tcrdapat kesalahan tulis dan/atau lcesalaban hitung 
dan/atau kekeliruan penerapan kctentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan pcrpajakan daerah. 

(2) Bupati dapat 
a Mengurangkan atau mcogbapuskan sanksi adminsitratif berupa 

bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam ha! 
sanksi tersebut dikenakao karena kekilafao Wajib Pajak atau 
bukan karena kesalahaoaya; 

b. Meogurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, atau 
SKPDLB yang tidak benar; 

c. Membatalkan basil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang 
dilaksanakan ata.u diterbitkan tidak sesuai denga.n ta.ta cara yang 
ditentukan; dan 

BAB XI 

(I) Jika pengajuan pcrmobonan banding dikabulkan sebagian atau 
seluruhoya, kelebihan pembayaran pajak dlkembalikan dcngan 
ditambah irobalao bunga sebesar 2% [dua persen) sebulan untuk 
paling Jama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung 
sejak bulao pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

(3) Dalam ha! permohonan banding ditolak, Wajib Pajak dikenai 
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lirna pulub 
persen) clari jnmlab pajak berdasarkan Putusan Banding, 
diku.rangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan. 

Pasa120 



Oengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaa dan Perkotaan 
dipungut pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/ a tau dimanfaatkan oleh orang pn'badi atau baclaa, kecuali kawasan 
yang digunakan unruk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

Pasal 2 

BABU 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang seJanjutnya disingkat STPD, 
adalah surat untuk melalrukan tagihsn pajak dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/ atau dcnda; 

25. Surat Keputusan Pembetulan adaJah surat keputusan yang 
merobetuJkan kesalahan tulis, kesaJsban hitung, dan/ atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat 
Tagiban Pajak Oaerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 
Keputusan Keberatan; 

26. Surat Keputusan Keberatan ada.Jah surat keputusan atas keberat.an 
terhadap Sural Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Oaerah Lebih Bayar, atau tcrhadap pemotongan pemungutan oleh 
pihak ketiga yang disjukan Wajib Pajak; 

27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak ates banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak; 

28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harts. kcwajtban, modal, penghasilan clan bayar, serta 
jumJah harga perolehan clan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba 
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut; 

29. Pemeriksaan adalah sersngksisn kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/ a tau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif clan profesional berdasarkan suaru standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
pe.rpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain, dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-udangan perpajakan 
daerah; 

30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linglrungan Pemerintah 
Oaerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang· Undang untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Oaerah; 

31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti l membuat tcrang tiadak 
pidana di biclang perpajakan dacrah yang terjadi serta menemukan 
tcrsangkanya. 



II) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Perkotaan 
adalah orang pribadi atau badan yang secara oyata mempunyai 
suatu baJc aras bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, 
dao/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh maofaat atas 
bangunan, 

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
orang pribadi atau badan yang seca.ra oyata mempunyai suatu hak 
atas bumi dan/atau memperolcb manfaat atas bumi, dan/atau 
memiliki, menguasai, dan/atau memperolcb manfaat atas bangunao. 

Pasal 4 

(2) 

( 1) 

Pasal 3 

I 

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Pcrkotaan adalah 
bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaba pcrkcbunan, perhutanan, dan 
pertambangan . 
Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : 
a. Jalan lingkungan yang terletak dalaln suatu kompleks bangunan 

seperti hotel, pabrik, dan emplesemennya yang merupakan 
kesatuan dengan bangunan tersebut; 

b. jalan tol; 
c. kolam renang; 
d. pagar mewah; 
e. tempat olah raga; 
t. galangan kapal, dermaga; 
g. taman mewah; 
h. tcmpat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan 
t. menara. 

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Pcrkotaan adalab objek pajak yang : 
a. Diguna.kan oleb Pemerintah, Pemcrintah Daerah Provinsi dan 

Pcmerintah Daerah Kabupaten untuk penyelcnggaraan 
pemerintaban; 

b. Digunakan semata-mata untuk melayanj kepentingan umum di 
bidang ibadab, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh kcuntungan; 

c. Digunakan untuk kuburan, peninggatan purbakala, atau yang 
sejenis dengan itu; 

d. Merupakan hutan lindung. butan suaka alam, hutan wisata, 
tamao nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai olch desa, dan 
tanah Negara yang bclum dibcbani suaru bak; 

c. Digunakan olcb perwakilan diplomatik dan konsulat 
berdasarkan asas perlalruan timbal balik dan; 

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lcmbaga internasional 
yang ditetapkan dengan Pcraturan Menteri Keuangan. 

(4) Besamya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 
I 0.000.000,· (sepuluh juta rupiah ) untuk setiap Wajib Pajak. 



(1) Tahun pajak adalab jangka wakru satu tahun kalender. 
(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan 

objck pajak pada tanggal I Januari. 

Pasal 9 

BABY 
MASAPAJAK 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pcrkotaan yang terutang 
dipungut di wilayah Kabupaten Sarolangun 

PasaJ 8 

BABIV 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Bcsaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang 
dih.itung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 
dengan dasar pcngcnaan schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah 
dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 ayat (4). 

Pasal 7 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. Untuk NJOP dihawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu perscn). 
b, Uotuk NJOP mulai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 

keatas ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua perscn). 

PasaJ 6 

(1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
adalah NJOP. 

(2) Besamya NJOP scbagaimana dimaksud pada ayat { I J ditetapkan setiap 
3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap 
tahun sesuai dengan perkemhangan wilayah. 

(31 Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

BAB ill 
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK 

Pasal 5 



(l) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD , sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati, 

(2) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tatacara pengisian dan 
penyampaian SPOP, SPPT, sebagaimana dimaksud dalam PasaJ JO 
dan Pasal 12, ayat (2) diatur dengan Peracuran Bupati. 

Pasal 13 

(1) Pemungutan pajak dilarang chl>oronglcan. 
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPr 

atauSKPD. 

PasaJ 12 

BAB VD 
TATA CARA PEMUNGUTA.N PAJAK 

PasaJ 11 
(I) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal JO ayat 

(2), Bupati menerbitkan SPPT. 
(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Dalam bal SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasaJ 10 ayat 
(21 tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara 
tertulis oleb Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran; 

b. Dalam ha! berdasarkan basil pemeriksaan atau keterangan lain 
temyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah 
pajak yang dibitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleb 
Wajjb Pajak. 

(I) Pendataan dilakukan deogan menggunakan SPOP 
(2) SPOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l) harus diisi dengan 

jelas, benar, dan le.nglcap serta ditandatangani clan disampaikan 
kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) puluh hari kerja 
setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Bupati. 

PasaJ 10 

BABVI 
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK 



Pasal 16 

(1 l Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kebcratan dan Putusan 
Banding yang tidak ateu kurang bayar oleh Wajib Pajak pada 
waktu.nya ditagib deogan Surat Paksa. 

('.2) Penagihan pajak deogan Surat Paksa di1aksanakan berdasarkan 
Peraturan perundang- unclangan_ 

(1) Pajak yang terut.ang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalatn 
Pasal 11 ayat (1) barus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 
sejak taoggal diterimanya SPPT oleb Wajib Pajak. 

(21 SPPT, SKPD, STPO, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar 
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama I 
(satu) bulan sejak tanggaJ diterbitkan. 

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyarat:an 
yang ditentukao dapat memberikao persetujuan kepada Wajib Pajak 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan 
dikenakan bunga sebesar '.2 % (dua persen) sebulan. 

(4) Pajak yang tcrutang dibayar ke Kas Daerah, yaitu Bendabara Khusus 
Penerima atau tempat pembayarao lain yang ditunjuk: oleh Bupati 
dengan membawa bukti bayar yaitu STTS. 

(5) Ketentuan lcbib Janjut mengenai tata cara, pembayaran, 
penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 15 

BABIX 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

( 1) Bupati dapat menerbitkan STPO jika SPPT atau SKPD tidak atau 
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran. 

('.2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau Jrurang dibayar 
dalam STPD sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi 
administratif berupa. bunga '.2 % (dua persen) setiap bulan. 

Pasal 14 

BAB VUI 
SURATTAGIHAN PAJAK 



Pasal 19 
(I) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding banya kepada 

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai kcberatannya yang 
ditetapkan oleb Bupati. 

(2) Pcrmohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan secara tertulis dalam babasa Indonesia, dengan aJasan yang 
jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak kcputusan diterima 
dilampiri salinan dan surat keputusan keberatan tersebut. 

(3) Pengajuan permobonan banding tidak menangguhkan kewajiban 
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) buJan sejak tanggal 
penerbitan Putusan Banding. 

(!) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) buJan, 
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, barus memberi keputusan 
atas keberatan yang diajukan. 

(2) Keputusan Bupati alas keberatan dapat berupa menerima 
selurubnya atau sebagian, mcnolak, atau menambab besarnya pajak 
yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tclah lewat 
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatannya yang 
diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

(4) Kctcntuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan 
diatur dengan Pcraturan Bupati. 

Pasal 18 

Pasal 17 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau 
pejabat yang dirunjuk atas SPPT. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yangjelas. 

(3) Keberatan harus diajukan da)am jangka waktu paling Jama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal SUJat, tanggaJ pemotongan atau 
pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kccuali jika Wajib 
Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling 
sedikit sejum)ah yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak 
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati 
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan 
melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat 
keberatan. 

BABX 
KEBERATAN BANDING 



Pasal 23 
{I) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa 

setelah melampaui 5 (lima) tabun terltitung sejak saat terutaognya 
pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidaoa 
dibidang perpajakan dacrab. 

(21 Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
tertanggub apabila : 
a. Diterbitkan surat teguran dan/ atau surat paksa, atau; 
b. Ada pengakuan utaog pajak dari wajib pajak, baik langsung 

maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan surat tegUran dan surat paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dibitung sejak 
taoggal penyampaian surat paksa tersebut, 

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimaoa dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utaog pajak dao belum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerab. 

(SI Pengakuan utang seeara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) buruf b dapat dikctabui dari pengajuan permohooan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonao keberatan 
oleh wajib pajak. 

KEDALUWARSAPENAGIHAN 

PASALXII 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling Jama 12 (dua belas) bulao, sejak 
diterimanya pcrmohonan pcngcmbalian kelebihan pembayaran pajak 
scbagaimana dimaksud pada ayat (!), wajib membcrikan 
keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, 
permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan 
dao SKPOLB wajib diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) 
bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lain, kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
dipcrbitungkan unruk melunasi terlebih dahulu utang pajak 
tersebut, 

(5) Pcngembalian kclebiban pcmhayaran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPOLB. 

(6) Apabila pcngembaliao kclcbihao pembayaran pajak dilakukan setelah 
lewat batas 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalao bungs 
sebesar 2% (dua pcrscn) sebulan ates kcrerlambatan pembayaran 
kelcbihan pcmbayaran pajak. 

(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcngcmbalian kelebihan 
pcmhayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diatur dengao 
Peraruran Bupati. 



Pasal 27 

(I) Setiap pejabal dilarang memberitahukan kepada pihak lain scgala 
sesuatu yang diketahui atau diberilahukan kepadanya oleh Wajih 
Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaanaya untuk menjalankan 
ketentuan peraturan peruadang-undangan perpajakan daerah. 

BABXVI 
KETENTUAN KHUSUS 

(3) Ketentuaa lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan 
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

(I) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pemberian 
ditetapkan 

(2) 

(1) lnstaasi yang melaksanakaa pemuagutan Pajak Bumi dan 
Banguoan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kincrja 
tertentu. 

Pasal 26 

BABXJV 
INSENTIF PEMUNGtrrAN 

Pasal 25 
( I) Bupati atau Pejabat yang dituajuk oleh Bupati, berweoang 

melakukan pcmeriksaaa untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan 
perundang-uadangan perpajakan daerah. 

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: 
a. Memperlihatkan dan/ atau mcminjamkaa dokumen yang menjadi 

dasarnya dan dokumen lain yang bcrhubungan dengan objek pajak 
terutang; 

b. Memberikan kesempa.tan uatuk mcmasuki tempat atau ruangan 
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

r 

BABXJV 
PEMERlKSAAN 

Pasal 24 

(I) Piutang pajak yang tidal< mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
mclakukan penagiban sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati meaetapkan Keputusaa Penghapusaa Piutang Pajak yang 
sudah kedaluwarsa sebagaimaaa dimaksud pada ayat (I) 

(3) Ketearuan lebih lanjut mengenai tata cara pcngbapusan piutang pajak 
yang sudah kedaluwarsa diarur dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 28 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terteotu dilingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh 
pejabat yang berwcnang scsuai dengan ketentuan peraturan 
peruodang-undangan. 

(3) Penyidilc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
melaksanakan tugas mempunyai wewenang : 
a. Menerima, mencari, mengumpulka.n, dan mcneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakao 
daerah agar kcterangan atau laporan t.ersebut menjadi lengkap 
danjelas; 

b. Meoeliti. mencari, dan mengu.mpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilaku.kan 
sehubungan dengan tindak pidana pcrpajakan daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan 
daerah; 

BABXVII 

PENYIDIKAN 

Larangan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) berlaku juga tcrhadap tenaga 
ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk mcmbantu dalam pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang- undangan pcrpajakan daerah. 
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dikeci ,alikan untuk : 
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bettindak sebagai saksi atau 

saksi ahli dalam sidang pengadilan; 
b, Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleb Bupati 

untuk mcmberi.k.an keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara 
atau lnstansi Pemerintah yang berwenang melakukan 
pemeriksaan da)am bidang keuangan daerah. 

Untuk kcpcntingan daerah, Bupati berwenang memberi izin 
rertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar 
memberikan keterangan, mempcrlihatkan bukti tertulis dan/ atau 
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. 
Untuk kepentingan pemcriksaan di pengadilan da)am pcrkara 
pidana atau perdata, atas permintaan Hakim scsuai dengan 
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat 
roemberi izin rertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 
membenl<an dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib 
Pajak yang ada padanya. 
Pcrmintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 
menyebutkan nama tcrsangka atau oama tergugat, keterangan 
yang harus diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau 
perdata yang bersangkutan dcngan keterangan yang diminta. 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

I 



{I) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena 
kcalpaannya tidak memenuhi kewajiban rnerahasiakan hal 
sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 27 ayat {I) dan ayat {2) 
dipidana dcngan pidana kurungan paling lama l (saru) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.00 (cmpatjuta rupiah). 

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dcngan 
sengaja tidak memenubi kewajibannya atau seseorang yang 
mcnyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (I) dan ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 [dua) tahun dan pidana dcnda paling 
ban yak Rp. l 0.000.000,00 (scpuluh juta rupiah]. 

(3) Pcnuntutan tcrhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) hanya dilalrukan atas pengaduan orang yang 
kcrahasiaannya dilanggar. 

~30 

Tindak pidana dibidang Perpajakan Oaerah tidak ditunrut setelah 
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak seat terutengoya pajak 
atau berakhimya Masa Pajak arau berakhirnya Bagian Tahun Pajak arau 
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. 

PasaJ 29 

KETKNTUAN PIDANA 

BABXVUJ 

d. Memeriksa, buku catatan. dan dokumen lain berkcnaan dengan 
tindak pidana dibidang perpajakan daerah; 

c, Melakukan penggeledahan unluk mendaparken bahan bukti 
pernbukuan, pencatatan, dan dokumen lain. serta melakukan 
pcnyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

r. Mcminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan lug .. ~ 
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang. beuda, dan I a tau 
dokumen yang dibawa; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
pcrpajakan daerah; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannye dan diperiksa 
sebagai tcrsangka atau saksi; 

J· Menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. Melakukan tmdakan lam yang perlu untuk ketancaran 

penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai 
dengan kctcntuan peraturan perunc!ang-undangan. 

(4) Pcnyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyelidikan danmenyampaikan basil penyidikan kepada 
Penuntut Umum melalui Penyrdik Pcjabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketenruan yang diarur dalam Undang-undang 
Hukum Acara Pidana. 
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Peraturan Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah 
Kabupaten Sarolangun 

Pasal 32 

KETENTUA.'1 PENUTUP 

BAB XIX 

Oenda scbagaimana dimaksud da!am Pasal 30 ayar (1) dan ayat (21 
merupakan penerimaan negara.. 

Pasal 31 

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi 
scscorang atau badan setaku Wajib Pajak, karena clijadikan tindak 
pidana pengaduan. 

(4) 



Pasal l 
Culrup je!as 

PasaJ 2 
Cukupjelas 

Pasal 3 
Ayat ( I) 
Ya.ng dimaksud dengan "kawasan" adalah scmua tanah dan 
bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan di tanah yang di beri Hak 
Guna Usaha Perkebunan, tanah yang diberi Hak Pengusahaan 
Hutan, dan tanah yang menjadi Wilayah Usaha Peruunbangan. 
Ayat (2) 

Hurufa 
Cu.kup jelas 

Hurufb 
Cukupjelas 

Hurufc 
Cukupjelas 

ll. PASAl. DEMJ PASAL 

l. UMUM 
Pajak Daerab adalah saJah satu sumbcr pcndanaan yang sangat 

pcruing bagi daerah dalam rangka Pcnyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pcmbangunan Daerah. Unwk itu, sejalan dengan tujuan Otonomi Daerah 
pcncrimaan Dacrah yang berasal dari Pajak Daerah dari waktu ke 
wakt:u harus senanriasa dmngkarkan, Hal lI1J dimaksudkan agar 
peranan Daerah dalam mcmenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam 
hal peyediaan pelayanan kepada masayarakat dapat semakin meningkat. 

Salah saru jenis pajak yang dapar dipungur oleh Daerah 
Kabupaten Sa.-olangun sesuai Unciang - undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Bumi dan 
Bangunan Pcrdcsaan dan Perkotaan. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (I) 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pcmungutan Pajak Daerah harus 
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah Sejalan dengan hal itu, penetapan 
Peraruran Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten 
Sarolangun dapat memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan sesuai ketenruan Peraruran Perundang-Undangan. 

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas 
mengcnai Objek. Sub;ek. dasar pengenaan dan tarif Pajak Bumi dan 
Bagunan Perdesaan dan Perkotaan. Disamping itu juga diatur hal-hal yang 
berkartan dengan admirustras, pemuagutanaya, 

PEN.f£LASAN 
ATAS 

PERo\TUR<\N DAERAH MBUPAREN SAROL<\NGUN 
NOMOR ~ TAHUN 2013 

TENTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNA,'l PEDESAAN DAN PERKOTAAN 



Ayat (I) 
Penerapan NJOP dapat dilakukan dengan : 

a Pcrbandingan harga dengan objek pajak lain 
yang sejenis, ad!ilah suatu pendekaran / metode 
penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan 
cara membandingkannya dengan objek pajak lain 
yang sejenis yang leraknya berdekatan dan 
fungsinya sama dan telah dikclabui harga jualnya. 

Pasal5 
Culrup jelas 

Pasal 4 

Ayar 14) 
Cukupjclas 

Ayat (3) 
Hurufa 

Cukupjelas 
Hurufb 

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan 
untuk memperoleh keuntungan" adalah hahwa 
objek pajak itu diusahakan untuk mclayani 
kcpenungan umum. dan nyata-nyata tidak 
dirujukan untuk mencan keunrungan. Hal ini 
dapar diketahui antara lain dari Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga dari Yayasan/Badan yang 
bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, 
pendidikan, dan kebudayaan Nasional tersebut. 
Tennasu.k pengertian ini adalah hutan wisata 
milik negara sesuai ketentuan peraturan 
pcrundang- undangan. 

Huruf c 
Cukupje!as 

Huruf d 
Cukup jelas 

Hurufe 
Cukup jclas 

Huruff 
Cukup jclas 

llurnf d 
Yang dimaksud dengan pagar mewah adalah pagar 
mewah dengan nilai jual minimal Rp. 2.500.000 / 
M2 

Hurufe 
Cukupjclas 

Huruf f 
Cukupjelas 

Hurufg 
Yang dimaksud dengan taman mewah ada!ah taman 
mewah dengan niiai juai minimal Rp. 2.500.000 / 
M2 



Cukup jelas 
Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Conteh: : Wajib pajak A mempunyai pajak berupa : 
• tanah seluas 800 m2 dengan harga jual l<p. 300.000.· / m.2 
• bangunan scluas 400 m2 dcngan nilai jual Rp. 350.000,· /m'2 
• taman scluas 200 m2 dcngan nilai jual Rp. 50.000,· / m2 
• pagar sepanjang 12 m2 dengan tinw rata-rata pagar I ,5 

dengan nilai jual Rp.175.ooo,-/m.2 
Bcsarnya pokok pajak yang tcrutang adalah scbagai bcrikut: 

I. NJOP Bumi: 800 x 300.000,· • Rp. 240.000.000.­ 
NJOPTKP Bumi : Rp. 10.000.000.- 
NJOP Bumi : Rp. 230.000.000. · 

2. NJOP Bangunan: 
a. Rumah dan i:a,asi: 400 x Rp. 350.000,· = Rp. 

140.000.000,· 
b. Tama.a: 200 x Rp. 50.000,· • Rp. 10.000.000,· 
c, !'agar: (120 x 1,5) x Rp. 175.000,· = Rp. 

31.500.000,· 
Total NJOP Bangunan Rp. 181.500.000,· 
N,IOPTKP Bangunan = Rp. l 0.000.000,· 

3. NJOP Bangunan = Rp. 171.500.000,· 
4. NJOP Kena Pajak : 230.000.000+ 171.500.000= Rp. 

401 .500.000,- 
5. Tarif Pajak Etektif yang ditctapkan dalam Peraruran 

Daerah 0,1 % 
6. PBB terutang : 0, I % x Rp. 401.500.000,· - Rp. 

401.500 .• - 

Pa$al 7 
Nllai juaJ untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak 
clikurangi tcrlcbih dahulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,· ( scpuluh juta rupiah). 

b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan 
metode penentuan nilai jual suatu objek pajak 
dcngan cara menghirung seluruh biaya yang 
dikeluarkan unruk memperoleh objck tcrscbut 
pada saar penilaian dilal<ukan, yang dilrurangj 
dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik 
objek rersebut; 

c. Nila, jual pengganti, adalah suatu 
pendekamn/metode penenruan nilai jual suaru 
ob;ek pajak vang berdasarkan pada hasil 
produksi objek pajak tersebut. 

Ayat (2) 
Pada dasamya penetepan NJOP ada!ah 3 [tiga] tahun 
sekali. Dalam hal terjadi perkembangan pembangunan 
yaog mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, 
maka penetapan NJOP ditetapkan serahun sckali. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukupjelas 



Ayat(3) 
CUkupjeias 

Pasal 10 
Cukupjelas 

Pasal 11 
Cukup jclas 

Pasal 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukupjelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasai 15 
Cukupjelas 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Ayat {l) 

Cukupje!as 
Ayat (2) 

Cukup jclas 
Ayat(31 

Keadaan diluar kekuasaannya adalab suaru keadaan yang 
terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak. 

Ayat (4) 
Cukupjeias 

Ayat(S) 
CUkupjelas 

Aya,(6) 
Cukupjelas 

Pasal 18 
Cukupjelas 

PasaJlQ 
Cukupjelas 

Pasal20 
Cukupjelas 

Pasal 21 
Ayat (JJ 

CUkupjelas 
Ayatf2) 

Hurufa 
Cukupje!as 

Hurufb 
Cukupjelas 

Hurufc 
Cukupjclas 

Huruf d 
CUkupjelas 

Hurut e 
Yang dimaksud dengan "kondisi tertenru objek pajak" 
antara Jam lahan pertanian yang sangar tcrbatas 
bangunan ditcmpati scndiri yang dikuasai atau dirniliki 
oleh golongan Wajib Pajak tertentu. 



TAMBAHAN l,EMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROUNGUN NOMOR o2. 

Pasal 31 
C\lkup jelas 

Pasal 32 
Cukupjelas 

Culrup jelas 

Cukupjelas 
Aya; (3) 

Ayat (4) 

• 

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada 
pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati 
dimaksudkan unluk menjamin bahwa kerahasian 
mengenAi perpajakan tlae<ah tidal< akan diberitahukan 
kepada pihak lain, juga agar wajib pajak dalam 
memberikan data dan ketcrangan kcpada pcjabat 
mengenaJ perpajakan daerah tidak ragu-ragu, 

Cul-up jclas 
Ayat (2) 

Pasal 27 
Culru.p jetas 

Pasal 28 
CUkupjclas 

Pasa! 29 
Cukupjeias 

PasaJ30 
Ayat (1) 

Ayat(3) Cukup jetas 

Ayat (2) Pemberian besarnya insentif bagi SKPD Pemungut / 
Pengelola diarur lebih l"njut oleh Bupari. 

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan 
pemungutan adalah Dinas/ Badan/ Lembaga yang tugas 
pokok dan fungsinya melaksanakan pemunguran pajaic. 

Cukup jelas 
Pasal23 

Cukup jclas 
Pasal 24 

Cukup jelas 
Pasal2S 

Cukup jelas 
Pasal :26 

Ayat ( l) 

Pasal22 


